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Berikan penilaiaan pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan

berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER ADMINISTRASIG. [ SKALA STANDAR INDIKATOR PP! SKALA PENILAIAN PPI
SISTEM INFORMASI (5 TANRU SAMPE
4 Yantara T5%-100%
- 3 [antara 50%-T5%
Realisasi Penyerapan Anggaran
2 [antara 25%-50%
1 (%
4 |diatas 90% dari target
0.0, Aari
SES——— 3 antara600900darftarget
1 [antara 30%-60% daritarget
1 [<30% daritarget
A — 131 tengkai) (da;a SDM, dasar hukum kelembagaan, struktur organisas)
Pelabuhan Perikanan lurang il
1 |tidakada
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Berikan penilaiaan pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan

berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER FASILITAS PELABUHAN | SKALA SKALA PENILAIAN PPI
STANDAR INDIKATOR PPI
PERIKANAN (9) TANRU SAMPE
. 4 [>75GT
Kapasitas daya tampung kolam
pelabuhan 3 |antara50-75GT
2 |antara 25-50GT
4 |diatas50m
Panjang Dermaga 3 |antara34-50m
2 |antara17-34m
4 |diatas2m
Kedalaman Kolam 3 |antaral2m
2 |antara50cm-1m
4 |ada
Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)
1 [tidakada
4 |lengkap (pasar, TPI, kendaraan berpendingin, peralatan pemasaran)
Kelengkapan Fasilitas Pemasaran& | 3 |sedang
Distribusi lkan 2 |kurang
1 [tidakada
4 |diatas 2ha
Ketersediaan Lahan Pelabuhan 3 Jantaral-2ha -
2 |antara0,5 sampai 1ha
1 |kurangdari0,5ha




Identitas Responden

1. Nama
Umur

2.
3. Jenis Kelamin :
4

Jabatan

Petunjuk Pengisian
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Berikan penilaiaan pada kolom di bawah sesuai dengan skala
berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.
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yang ditentukan

PARAMETER PELAYANAN UMUM

SKALA
(5)

STANDAR INDIKATOR PPI

SKALA PENILAIAN PPI
TANRU SAMPE

Pelayanan Tambat Labuh

>5GT

antara 2-5 GT

<2GT

Produksi Perikanan

> 2 ton per hari

1-2 ton perhari

<1GT

tidak melaporkan

Frekuensi Kunjungan Kapal

> 7 unit

5-7 unit

2-4 unit

1 unit

Sosialisasi dan Bimbingan teknis

diatas 3

3 kali

2 kali

tidak ada

fasilitasi penyuluhan, pengawasan
dan pengendalian sumberdaya ikan,
perkarantinaan ikan, publikasi hasil
penelitian, pemantauan wilayah

lebih dari 4 kegiatan

3-4 kegiatan

1-2 kegiatan

RINV|w BRIV |w|S RN w|s RN ws[N|w S

tidak ada

Pelaksanaan K5

baik

sedang

kurang

sangat kurang

Penyaluran Air Bersih

sesuai kebutuhan (100%)

antara 75-99% dari kebutuhan

antara 50-74% dari kebutuhan

kurang dari 50% dari kebutuhan

Penyaluran Es (kapal)

sesuai kebutuhan (100%)

antara 75-99% dari kebutuhan

antara 50-74% dari kebutuhan

kurang dari 50% dari kebutuhan

Penyaluran BBM (kapal)

sesuai kebutuhan (100%)

antara 75-99% dari kebutuhan

antara 50-74% dari kebutuhan

RIN|w|d|RrIN[ws|[R(N[ws |-

kurang dari 50% dari kebutuhan
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Berikan penilaiaan pada kolom di bawah sesuai dengan skala yang ditentukan

berdasarkan kondisi yang anda rasakan dan alami.

PARAMETER INVESTASI & INDUSTRI

SKALA
N

STANDAR INDIKATOR PPI

SKALA PENILAIAN PPI
TANRU SAMPE

Pelayanan pengolahan hasil
perikanan di WKOPP

4

diatas 2 unit

3

2unit

2

Tunit

tidak ada

Pemanfaatan lahan pelabuhan

sangat optimal (80-100%)

optimal (60-79%)

cukup optimal (40-59%)

kurang optimal (<40%)

Penyerapan Tenaga Kerja

diatas 150 orang perbulan

antara 100-150 orang perbulan

antara 50-100 orang perbulan

il B KT I B T I ST O B g e

kurang dari 50 orang/bulan




LAMPIRAN 2

t“\.: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
@ DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPUTUSAN
DIREKTUR JEND RIKANAN TANGKAP

KAP

pelnyanan kepada
kel akan dalam
penge'olaan pelabuhan

Kinerja  Operasional

daa0an sebagaimana

Mengingat Per: or 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan can Fungs: Kemenlenan Negara, serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana lelah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
273),

2. Peraturan Presiden Nomor 7  Tahun 20I5 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8),

3. Peraturan Menten Kelautan dan Perikanan Nomor
PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan



4. Peraturan Menterl Kelautan dan Perlkanan Nomor
PER 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan,

5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perkanan Nomor.
KEP 25MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di  Lingkungan  Kementerian
Kelautan dan Perikanan

6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perkanan

Menetapka o' X ANAN TANGKAP
| A OPERASIONAL
KESATU wria  Operasional
lum dalam lampiran

fun Keputusan ini,

‘vlatuhan Perikanan

KEDUA K
.ak ') marupakan acuan

aoan dalam melaksanakan
an penxanan

KETIGA ey ' C gl O 2uional pelabuhan

KEEMPAT

Direktur g Tangkap No M 432/0PT3
OT 2200/2008 p Pedoman Evaluasi KM‘ Unit
Pelaksana Teknis Pelabuhan Perkanan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
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KELIMA ~ Keputusan inl mulal berlaku pada tanggal dtetapkan

Dietapkan | Jakarta
Tanggal 13 Apnil 2015

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP

T

-WVNN JUSUF
Salinan et 0 st

-
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Direktorat Pelabuhan Perikanan berupaya mencarl berbagai ferobosan dan
menciptakan program yang diharapkan akan membawa perubahan serta
membenkan jawaban terhadap permasalahan dan tantangan ke depan

Pemantauan dan Evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan merupakan
bagian dari kegiatan manajemen, untuk meniial kinera dari peiabuhan perikanan
yang terbukti secara konkret dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang
telah ditentukan. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja operasional inl sangat
dibutuhkan untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan perikanan dan
hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan-
kebijakan yang akan diambil terhadap pelabuhan perikanan yang dikelola
Pemerintah Pusal maupun L sehingga keberadaannya benar-
benar dapat dirasakan stakeholders lainnya,

Salah satu cara Lo ' T o han perikanan sesual
standar yang te ( n laporan operasional
dan sekali s ¢ a di masing-masing
pelabuhan Ur, elabuhan Perikanan
dalam hal

- u

perikanan perly
dengan standar




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 20/KEP-

DJPT/20156 TENTANG
PEDOMAN EVALUASI
KINERJA OPERASIONAL
PELABUMHAN PERIKANAN.

PEDOMAN EVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN
PERIKANAN

A Latar Be ok
e A B . - -
pembangun 1o
o
penting da us Agxa meningkatkan

p.'.y.nnr K aran secara berkala
dilaku Pembangunan dan
pomb‘m an a0l langgung  jawab

Pameriniah sah lntuhan perikanan periu

PEMDANGuiwG, PEGETLangan ean ,..:.g.a...u L pesbuhan  perkanan
sehingga dapatl menngkatkan kinerja dan pelayanan kepada pengguna jasa di
pelabuhan perkanan

Ruang Lingkup

Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Pecdkanan inl diperlukan
untuk memberikan gambaran kinerja suatu pelabuhan perikanan. Ruang
lingkup yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pelabuhan
perikanan dalam Pedoman Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perkanan ini meliputi :
1 Administrasi dan Sistem Informasi

2 Fasiitas Petabuhan Perikanan

3 Pelayanan Umum
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B

invetas: dan Industn

D. Pengertian
Daiam pedoman ini dimaksud dengan

1.

10.

1

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdin dan daratan dan
perairan di sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan keglatan sistem bisnis perkanan yang
digunakan sebagal tempat kapal perikanan bersandar, beriabuh, dan/atau
bongkar muat ikan yang diéengkapl dengan fasilitas keselamatan
pefayaran dan kegiatis ‘
Unit Pelaksan
Pelabuhan P

abuban Perikanan  adalah
rngeloaannnya di bawah

wean merupakan sistem
pengelolaan, penganalisaan,
wrenyebaran dala dan informasi pelabuhan

peswinpanan, penyaiasn, el
penkanan.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang
dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal
perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah
kapal perikanan memenuhi persyaratan kelakiautan kapal, laik tangkap,
dan laik simpan.

Surat Keterangan Hasll Inspeksi Pembongkaran lkan (SKH - IP1)
adalah swat yang dkeluarkan oleh Syahbandar o pelabuhan
perkananyang menyatakan bahwa kapal kan yang bersangkutan telah
diperiksa pada saal pembongkaran kan, bak dan kapal penangkap kan
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dan kapal pengangkut kan maupun dari alat transportasi daral, yang
melakukan pembongkaran ikan di pelabuhan penkanan

12. Sistem Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) adalah
surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar di peiabuhan perkanan yang
menyatakan bahwa kapal yang bersangkutan telah berada di pelabuhan
penkanan dan telah melapor kepada petugas Syahbandar perikanan.

13 Sertifikat Masil Tangkapan lkan (SHTI) adalah surat keterangan yang
menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan darl keglatan
llegal, Unreported and Unregulated (IUV) Fishing.

14 Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) adalah adalah surat yang
menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal

dari kegiatan IUU Fisg
15. Upaya Pengelo L) dan Upaya Pemantavan
Lingkungan yang diakukan dalam
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BAB N
PENILAIAN EVALUASI KINERJA PELABUMHAN PERIKANAN
Untih marity dan mengevaiuasl inena suatu pelabutan perhanan Gasatan pace (1)
Tetocie sediuas Bnana peabunan pericanan (§) Wiok ukur kitecs Gan (4) Lnens perlaan
A NMetode Evalussi Mineda Pelabuhan Perikanan
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5) Fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan,
wisata baharl, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribus
hasil perikanan;

6) Pelayanan K5

7) Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)

8) Penyaluran es (kapal)

8) Penyaluran BBM (kapal)

4 Investasi dan Industri:
1) Pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP
2) Pemanfaatan lahan pelabuhan (sesuai Rencana Induk)
3) Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk lebih jelasnya tolok ukur yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan

mmmimmww:

I N
u
h_J|_4
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PARAMETER Waktu PIC BOBOT | SKALA | Nilai
Penilaian (B) (S) | (BxS)4 PPS PPN PPP PPI
ADMINISTRASI & SISTEM %
INFORMASI
PIPP bulanan Semua
e-logbook bulanan 0 m.' '
Agiikasi SPB-online budenen 0”2‘:“
bulanan Tata
STl Operasional
Aplikasi Inspeksi i Tala
Pembongkaran lkan Operasional
Tata
SISKA bulanan Operasional
antara 75%-100%
Realisas| Penyerapan antara 50%-75%
Anggarn ttunan | Tata Usaha antara 25% 50 %
< 25%
diatas 90% dan
a w 60%-90%
ra
Pendapatan Pelabuhan tahunan Tata Usaha 4 e r target dari target dani
a antara 30%-60% | antara 30%-60% | antara 30%-60% |
<30% dari <30% dari target darl
Len p (data Lengkap (data
SOM; , dasar Lengkap (data SDM, dasar
, huk SOM, dasar hukum | hukum
Ketersediaan SOM '
kel elembagaan, kelembagaan, kelembagaan,
ﬁ:qgolola Pelabuhan tahunan Tata Usaha o struktur organisasi) Stuktr
organisasi)
3 Kuranglengkap | Kurang
ada \dak ada Tidak ada Tidak ada




PARAMETER BOBOT
] PPS PPI
| FASILITAS PELABUHAN 2
 PERIKANAN N ol
diatas 600001 | diatas 2250 GT | diatas 0061 | >75G1
Kapasitas daya tampung 3 """gi‘m antara 200300 GT | antara 50-75 GT
kolam pelabuhan 750-1500
Snisra antara 100-200 GT | antara 25-50 GT
datss S0 m
Panjang Dermaga antara 66-100 m antara 34-50 m
antara 33-66 m antara 17-34 m
2m
Kedalaman Kolam -3m antara 1-2 m
antara 50 cm-1m em-1m
Sarana perbalkan (Docking, L)
bengkel) tidak ada
Lengkap (pasar
pemasaran & distribusi ikan pemassran)
_2J___
0- antara 1-2ha
Ketersediaan lahan | e T e ‘
Delabin 10 antara15-3ha | 37ar2 05 sampa
el g dan 1508 _| g G5 |
\ata operasionsl 1%
Pelayanan Tambat labuh o1 o
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PARAMETER Waktu PIc
Peniaian
tata operasional
Produksi Perikanan Bulanan dan
kesyahbandaran
tata operasional
Frekuens: kunjungan kapal bulanan dan
kesyahbandara
tata operasional
STBLKK bulanan dan
kesyahbandara
tato kelola dan
Sosiaisasi dan bimbingan
b 3
fasiitasi penyuluhan,
pengawasan dan
‘”mmum:"‘n
\ perkarantinasn tata keloa dan
publikasi hasil penelitian,
pemantauan wiayoh pesisir, | 1WNUNA" | Pelayanen
wisata bahar, pembinagn
mutu, pengolahan, dan
pemasaran, serta distribus:
hasil perikanan,
Pelaksanaan K5 tahunan Tota Ussha




STANDAR INDIKATOR
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PARAMETER Waktu PIC BOBOT | SKALA | Nilal
Penilaian (8) (8) | (BxSN4 PPS PPN PPP PPI
¢ 4 sesuai kebutuhan | sesuai kebutuhan | sesual kebutuhan | sesuai kebutuhan
(100%) (100%) (100%) (100%)

: tata kelola dan 3 antara 75-99 % antara 75-89 % antara 75-89 % dari | antara 75-99 %
Penyaluran Air Bersih (kapal | | sl y dari kebutuhan | kebutuhan dari kebutuhan
dan industri pengolahan) ssshe antara 50- 74 %

tata kelola dan
Penyaluran £s (kapal ) Bulanan pelayanan 4
usaha
antara 75-98 % dari
Penyaluran BBM (kapal ) Bulanan mpew Shuhen kebutuhan
iy rtara 50- 74 % antara 50- 74 % antara 50- 74 %
dari kebutuhan dari kebutuhan dari kebutuhan
m&mw% dkl:‘wdadw% mmﬁm%
INVESTASI & INDUSTRI ]
Juntt | diales 15 unit diatas 6 unit diatas 2 unit
tata keiola dan 3 ntara 10-15 unit | antara 4-6 unit 2 unit
mimgm tahunan pelayanan @ 1020 unit 10 unit__| antara 2-4 unit satu unit
- ) hurang dar 2 unh
: ' Sangat optimal (80-
100%,
tata kelola dan Optimal (80-79%) |
"m"““ tahunan | pelayanan 3 . Cukup Optimal (40-
usaha 58%)

kurang Optimal
=40%)




e
m.w%mm
ik
"
1T




C. Kriteria Penilaian :
Adapun kriteria untuk masing - masing tolok ukur di atas adalah sebagai berikut .

1. Administrasi :
Untuk melihat keaktfan dari UPT dalam melakukan entri data di beberapa

aplikasi yaitu:

1) PPP

Penilaian tentinggi dicapai apabda UPT aktif melakukan enin data o
apikasi PIPP dengan bobot sebesar 4 Standar penilaian untuk kriteria
ini adalah ya atau tidak, bertaku untuk UPT Pusat Apabita UPT alktif
melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4 [k tidak aktif, bobot

penialan untuk kriteria i 3855ah ya atau tdak, berlaky untuk UPT Pusat.
Apabila UPT aktif meiakukan entri data maka bobot yang dipercleh 4_ jika
tidak aktif bobot yang diperoleh 0.

6) SISKA
Penilaian tertinggi dicapai apabda UPT akif melakukan entri data o
aplikasi Inspeksi Pembongkaran SISKA dengan bobot sebesar 2'Standar
penitaian untuk kriteria ini adalah ya atau tidak, berlaku untuk UPT Pusat.
Apabila UPT aktf melakukan entri data maka bobot yang diperoleh 4, jika
tidak aktif bobot yang diperoleh 1.

7) Realisasi Penyerapan Anggaran
Dasar kriteria ini adalah realisasai anggaran pelabuhan perkanan dengan
bobot sebesar 4, beraku untuk semua UPT Pelabuhan Perikanan.



antara 50-75% bobot yang diperoleh 3, jika resksasal anggeran
pelabuhan perikanan antara 25-50% bobot yang diperoleh 2, dan jika
realsasal anggaran pelabuhan perikanan di bawah 25% bobot yang

9)
sebesar 4, berlaku
la SDM Pengelkola
oleh 4, jka kurang
yang diperoleh

1)

nroduks| <3G Lobo nu dinerc
Kriteria untuk PPP 38 hhie Produksl > 300 GT bobot Yang
dipercieh 4, Produksi 75- 300 bobol yang diperoleh 3, dan produksi
75 GT bobot yang diperoleh 2.
Krteria untuk PPI adalah apabila produksi bobot yang diperoleh 4,
produksi 30-75 GT bobot yang diperoleh 3, dan produksi < 30 GT bobot
yang diperoieh 2.
2) Panjang Dermaga
Dasar kriteria ini adalah Panjang dermaga dengan bobot sebesar 4.
Standar penilalan untuk kriteria ini berbeda untuk masing-masing klas
Pelabuhan Perikanan.
Kriteria untuk PPS adalah apabila panjang dermaga >300 m bobot yang
diperoleh | ‘panjang dermaga 150-300m bobot yang diperoreh B, dan
panjang dermaga <150 m bobot Yang diperoleh 2.

A
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3)

4)

S)

6)

Knitera untuk PPN adalah apabia panjang dermaga > 150 m bobot yang
diperolen 4, panjang dermaga 100-150 m bobot yang diperoleh 3, dan
panjang dermaga <100 m bobot yang diperoleh 2

Kmteria untuk PPP adalah apabila panjang dermaga >00 m bobot yang
diperoieh 4, panjang dermage 50-100 m bobot yang dipercieh 3, dan
panjang dermaga < 50 m bobot yang dipercieh 2.

Krteria untuk PP adalah apabda panjang dermaga >S50 m bobot yang
diperoleh 4, panjang dermaga 25-50 m bobot yang dipercieh 3, dan
panjang dermaga < 25 m bobot yang diperoleh 2.

Kedalaman Kolam

Dasar kriteria inl adalah kedalaman kolam pelabuhan dengan bobot
sebesar 4. Standar a Ini berbeda untuk masing-

masing klas Pe
Kriteria untu laman kotam petabuhan

>3m 1-3 m bobot
== - -
Kriteria kolam pelabuhan >
2m 1-2 m bobot
yang < 1 m bobot Yang
Sarana

Dasar bobot sebesar 2.

mmw

Km:ndiunhhmPolw

Dasar kriteria inl adalah ketersediaan lahan pelabuhan dengan bobot
sebesar 4. Standar penilaian untuk kriteria ini  berbeda untuk masing-
masing klas pelabuhan Perikanan,

Kriteria untuk PPS adalah lahan pelabuhan >20 ha, maka bobot yang
diperoleh 4, lahan pelabuhan 10-20 ha maka bobot yang diperoleh 3,

ahan pelabuhan 5 -10 ha maka bobot yang dipercieh 2, dan lahan
pelabuhan <5 ha maka bobot yang dipercieh 1
Kriteria untuk PPN adalah lahan pelabuhan > 10 ha maka bobot yang

dipercieh 4, lahan pelabuhan 5-10 ha maka bobot yang dipercieh 3 lahan
peiabuhan 3-6 ha maka bobot yang diperoleh 2. dan lahan pelabuhan <3
ha maka bobot yang diperoleh 1.
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Krtena untuk PPP adalah lahan pelsbuhan >5 ha maka bobot yang
dipercieh 4, lahan pelabuhan 3 - 5 ha maka bobot yang dipercien 3, iahan
pelabuhan 1.5 - 3 ha maka bobot yang dipercieh, dan iahan pelabuhan
< 1,5 ha maka bobot yang diparcieh 1.

Kriteria untuk PP adalah lahan pelabuban > 2 ha maka bobot yang
dipercleh 4, lahan 1-2 ha maka bobot yang diperoleh 3, lahan pelabuhan
0.5-1 ha maka bobot yang dipercieh 2, dan lahan pelabuhan < 0.5 ha
maka bobot yang diperoieh 1.

3 Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Mentert Kelautan dan Perikanan Nomor

Per 02/MEN/2012 tenta di Lingkungan Kementeran
Kelautan dan Peri pelayanan publik di KKP
antara lain pelay an . tambat labuh,
= A - - -
perikanan), T i, dan /atau
rekomendasi n tolok ukur unfuk
kritena pela

Dasar bobot sebesar 4.
standar ng kas
M -

yang diperoleh 3, dan

Bhdse kapal > 30 GT bobot
' diperoleh 3, tonase

onase kadel > 10 GT babot
ot yang diperoleh 3, dan

|onmnpa|<56‘r dipereian 2.
Kriteria untuk PPI adalah apallla kunjungan lonase kapal >5 GT bobot
yang diperoleh 4, tonase kapal 2-5 GT bobot yang dipercleh 3, dan
tonase kapal < 2 GT bobot yang diperoleh 2.
3) Produksi Perkanan
Dasar kriteria i adalah produks! perkanan per bulan dengan bobol
sebesar 5. Standar pendlaian untuk kriteria ini  berbeda untuk masing-
masing kias pelabuhan Perikanan
Kriteria untuk PPS adalah apablla apabia produksi > 50 ton per han
bobot yang dipercieh 4, produksi 30 - 50 ton per han bobot yang
diperoleh 3, produksi < 30 ton per hari bobot yang diperoieh 2 dan tidak
melaporian bobol yang diperoleh 1
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4)

Kriteria untuk PPN adalah produksi > 30 ton per hari bobot yang dpercieh
4, produksi 5- 30 ton per han bobot yang dipercieh 3, produksl < 5 ton
per hari bobot yang diperoieh 2. dan hdak melaporkan bobot yang
diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah produksi > 5 ton per har bobot yang diperoleh
4, produksi 2- 5 ton per hari bobot yang diperoleh 3, produksi < 2 ton
per harl bobot yang dipercieh 2, dan tidak melaporkan bobot yang
diperoleh 1.

Kriteria untuk PP| adalah produksi > 2 ton per han bobot yang diperoleh
4, produksi 1-2 ton per han bobotl yang dipercieh 3, produksl < 1 ton
per hari bobot yang diperoleh 2 dan tidak melaporkan bobot yang
dipercieh 1
Frelens
Dasar kritena
5. Standar
pelacuha
Kriteria

dengan bobot sebesar
masng-masing klas

14 unit bobot yang
ang diperoleh 3,
jungan kapal 1-4

>10 unit bobot yang
3 diperoleh 3, kunjungan
NJan kapal 1-2 unit bobot

Dasar kriteria ini adalah terbitnya STBLKK dengan bobot sebesar S
Standar penilaian untuk kritena inl adalah jumiah STBLKK per kapal yang
masuk, berlaku untuk semua UPT pelabuhan perikanan. Kriterianya
adalah apabila STBLKK/ kapal yang masuk = 100% bobot yang dipercieh
4, STBLKK/ kapal yang masuk = 75 -99% bobot yang diperoleh 3,
STBLKK/ kapal yang masuk = 50-74% bobot yang dipercleh 2, dan
STBLKX/ kapal yang masuk = <50 % bobot yang dipercieh 1.

Sosalisas dan Bimbingan Tekrs (pertemuan)

Dasar kriteria ini adalah sosabsasi per trwulan dengan bobot sebesar 4
Standar pendaian untuk krtena it beraku untuk semua kias pelabuhan.
Standar penilaian unfuk kriteria Il adalah apabia pertemuan >3 kali
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meukMiﬁm-nmwm>4m
bobot yang kall bobot yang diperoleh 3,
pertemuan 1-2 tidak ada pertemuan bobot

8)
Dasar bobot sebesar 4,
beraku adalah bak

h 3. kurang bobot
1.

= kapal perikanan
dangan N sama untuk
semua penda@an untuk

kriteria i ad ; ' : sesual kabutuhan 100%

9)

<apal perkanan
i sama unluk
: es sesual kebutuhan 100%
dipercieh 4, jka kebutuhan Mfpenuhi antara 75-99% diparalah 3 jika
kebutuhan terpenubl antara S0-74% diperoleh 2, dan jka kebutuhdn
terpenuhi di bawah < 50% diperoleh 1.
11) Penyaluran BBM (kapal)
Dasar iortena i adalah jumiah BEBM yang desalurkan ke kapal perkanan
dengan bobot sebesar 5 Standar pendaian untuk kriteria ini sama untuk
semua kias masing kias pelabuhan perikanan Standar pendaian unbub
knteria ini adalah apabiia penyaluran BBM sesual kebutuhan 100%
dipercleh 4,  jika kebutuhan terpenubi antara 75-99% diparaleh 3 jikn
kebutuhan terpenubi antara 50-74% diperolen 2, dan jika kebutuhan
terpenuhi di bawah < 50% diperoleh 1
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4 Investasi dan Industri
1) Pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP

Dasar kriteria il adalah jumiah IndustrV usaha pengolahan hasii
perikanan di WKOPP dengan bobot sebesar 3. Standar peniaian untuk
kriteria i berbeda untuk masing-masing kias pelabuhan penkanan.
Kriteria untuk PPS adalah jumiah industrV usaha >30 unit bobot yang
dipercieh 4, jumiah industrV usaha 20-30 unit bobot yang diperoleh 3,
jumiah industriy usaha 10-20 unit bobot yang dipercieh 2. dan jumiah
industriusaha <10 unit bobot yang diperoleh 1

Kriteria untuk PPN adalah jumiah industrV usaha 15 unt bobot yang
diperoleh 4, jumiah industrV usaha 10-15 unit bobot yang diperoleh 3,
jumiah industri/ ang dipercleh 2, dan jumiah
industrv usaha <
Kritena
dipe 1 oleh 4

>5 unit bobot yang
diperoieh 3, jumiah
dan jumiah Industy

unit bobot yang
iperoleh 3, jJumian
tidak ada industry

yang diperoleh 4, 2.000-3000 orang per bulan maka bobot yang diperoleh
3, tenaga keda 1.000-2.000 orang per bulan maka bobot yang diperoleh
2, tenaga kerja <1.000 orang per bulan maka bobot yang diperciet 1.
Kriteria untuk PPN adalah tenaga kera > 1.500 orang per bulan maka
bobot yang diperoleh 4, tenaga kerja 1.000 - 1.500 orang per bulan maka
bobot yang dipercieh 3, tenaga kerja 500 - 1.000 orang per bulan maka
bobot yang dipercleh 2, dan tenaga kerja < 500 orang per bulan maka
bobot yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPP adalah tenaga kerja > 300 orang per bulan maka hahat
yang dipercieh 4, tenaga kerja 200 - 300 orang per bulan maka bobél
yang dipercieh 3, tenaga keda 100 - 300 orang per bulan maks bubet



yang diperoleh 2, dan tenaga kerja < 100 orang per bulan maka bobot
yang diperoleh 1.

Kriteria untuk PPI adalah tenaga kerja > 150 orang per bulan maka bobot
yang diperoleh 4, tenaga kerja 100-150 orang per bulan maka bobot yang
diperoleh 3, tenaga kerja 50-100 orang per bulan maka bobot yang
diperoleh 2, dan tenaga kerja < 50 orang per bulan maka bobot yang
diperoleh 1.

D. Hasil Penilaian

Dari hasil evaluasi kinerja pelabuhan perkanan dapat disimpulkan bahwa suaty

ditetapkan. Untuk me didasarkan pada skor nilai
keberhasilan yang diper altu - bobot (A) dikalikan
dengan Skala (S) di

Berdasarkan skor kinerja pelabuhan
= 1

2) Balk jika NK

3) Sedang jik

‘ '
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BAB Il
PENUTUP

Pedoman ini dikeluarkan untuk menjadi arahan bagi pelaksanaan penilaian terhadap

pelabuhan perikanan khususnya yang sudah operasional baik dikelola Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap maupun dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan
merupakan keglatan manajemen untuk menilai hasil kerja dan pelabuhan perikanan
berdasarkan standar indicator yang ada.

Evaluasi kinerja operasional ini sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran
kinerfa suatu pelabuhan perikanan dan hasilnya dapat dijadikan masukan dalam
pengambilan kebyjakan terhadap

AR
ot
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LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI
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